
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  13 TAHUN 2017 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 13 TAHUN  2017 

TENTANG 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang :  a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas 

bersama dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS guna 

memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



 2  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi  

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
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Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi  

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5209); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

dan 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

     MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

berjumlah Rp.5.314.301.490.854,00  dengan rincian sebagai berikut : 

1.  Pendapatan  Daerah :    Rp.  5.230.285.800.854,00         
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2. Belanja Daerah :    Rp.  5.314.301.490.854,00 

 Surplus / Defisit :    Rp.     (84.015.690.000,00) 

   

3.  Pembiayaan : 

 a. Penerimaan : Rp.      84.015.690.000,00 

 b. Pengeluaran : Rp.         .                   0,00 

   Jumlah Pembiayaan Netto :    Rp.      84.015.690.000,00 

Pasal  2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari :  

     a. Pendapatan Asli Daerah :     Rp.  1.719.188.366.054,00                                     

     b. Dana Perimbangan   :     Rp.  3.281.371.416.400,00 

     c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah : Rp.229.726.018.400,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

(a) terdiri dari           . 

     a. Pendapatan Pajak Daerah :   Rp.  1.272.294.593.103,00 

     b. Retribusi Daerah  :   Rp.       33.294.000.000,00 

     c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah:  Rp.     123.743.347.951,00 

     d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : Rp. 289.856.425.000,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) 

terdiri dari : 

a.  Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak  :   Rp.    289.331.903.400,00 

b.  Dana Alokasi Umum  :   Rp.  1.537.777.886.000,00 

c.   Dana Alokasi Khusus  :   Rp. 1.454.261.627.000,00 

 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 huruf (c) terdiri dari : 

a.  Pendapatan Hibah  :Rp.202.476.018.400,00 

b.  Dana Darurat  : Rp.                       0,00 

c.  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :  Rp.  27.250.000.000,00 

 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 

terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung  :      Rp. 2.953.881.803.354,00 

b. Belanja Langsung      :      Rp. 2.360.419.687.500,00 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari : 

     a. Belanja Pegawai      :      Rp. 1.384.087.389.520,00 

     b. Belanja Hibah       :      Rp.    991.875.260.125,00 

     c. Belanja Bantuan Sosial     :      Rp.        8.777.140.000,00 

     d. Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah 

  Desa       :      Rp.    557.742.013.709,00 

     e.  Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan 

     Pemerintah Desa dan Portai Politik: Rp.      6.700.000.000,00 

     f. Belanja Tidak Terduga    :      Rp.       5.000.000.000,00 

 

(3) Belanja Langsung   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari :  

a.  Belanja Pegawai    :      Rp.    181.918.288.271,00 

b.  Belanja Barang dan Jasa  :      Rp. 1.370.639.986.312,00  

c.  Belanja Modal   :       Rp.   807.861.412.917,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari : 

a. Penerimaan      :        Rp.     84.015.690.000,00  

b. Pengeluaran      :        Rp                             0,00 

        

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari :  

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  

     Sebelumnya (SILPA)                    :            Rp. 83.365.690.000,00 

b. Pencairan Dana Cadangan  :             Rp.                0,00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah  

     yang dipisahkan               :           Rp.                        0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah  :           Rp.                        0,00 

e. Penerimaan kembali pemberianPinjaman: Rp.  650.000.000,00       

 

 

3. Pengeluaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  terdiri 

dari  :  

a. Pembentukan dana cadangan   :   Rp.                   0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) pemda :  Rp.                            0,00   

c. Pembayaran pokok hutang   :   Rp.                   0,00 
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d. Pemberian Pinjaman Daerah   :   Rp.           0,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1.  Lampiran I :  Ringkasan   APBD; 

2.  Lampiran II :  Ringkasan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat 

Daerah.  

3.  Lampiran III :  Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan 

4.  Lampiran IV :  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

5.  Lampiran V :  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusana Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

6.  Lampiran VI :  Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per 

jabatan;  

7.  Lampiran VII :  Daftar Piutang Daerah  

8.  Lampiran VIII :  Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 

9.  Lampiran IX :  Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

 10.  Lampiran X  :  Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset  lain-lain; 

 11.  Lampiran XI  :  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

 12.  Lampiran XII   :  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

 13.  Lampiran XIII  :  Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah 

 

Pasal 6 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 20187.  

Pasal 7 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 

yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, 

dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;  
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a.  bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;  

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;  

c.  berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan  

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.  

(3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria 

sebagai berikut:  

a.  program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan  

  b.  keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 

dan masyarakat;  

Pasal 8 

(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan 

belanja tidak terduga.  

(2)  Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan 

dengan cara:  

a.  menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 

berjalan; dan/atau  

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.  

  (3)  Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan 

lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-

Perangkat Daerah.  

  (4)  Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- 

Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat 

bencana. 

Pasal 9 

(1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan pembebanan 

langsung pada belanja tidak terduga.  

(2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan 

penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi 

korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, 
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sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat 

hunian sementara.  

(3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban 

belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut:  

a.  setelah pernyataan keadaan darurat bencana oleh Gubernur, 

kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan 

Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;  

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana 

kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya RKB;  

c.  pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan 

mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran 

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan 

bencana;  

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku 

Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada 

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan 

bencana;  

e. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan 

keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana 

yang dikelolanya; dan  

f.  pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat 

bencana disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang 

melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD 

dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan 

lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.  

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 

perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.  

(5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam 

RKA- Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan DPA- 

Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan 

Sekretaris Daerah.  

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam 

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Gubernur.  
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Pasal  10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

           Ditetapkan di Mataram. 

           pada tanggal,    29 Desember 2017     

 

            GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

                       ttd 

 

                                         H. M. ZAINUL MAJDI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal,  29 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                        ttd 

 

   H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR  

NOREG (13/349/2017)  

  

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

           Kepala Biro Hukum 

    

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H. 

      NIP. 19651231 199303 1 135 
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